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Abstract : This study examines digital gold as an object of
confract and its legal implications for online gold investment
and ftrading practices. The rapid growth of digital gold
fransactions has provided greater accessibility and
convenience for investors through digital platforms. However,
this development has also generated several issues in Islamic
commercial jurisprudence, particularly concerning the clarity
of the conftractual object, ownership status, and the form of
possession (qabd). In practice, investors generally do noft
receive physical gold buf instead obtain ownership records in
the form of digital balances or electronic statements.
Accordingly, this study addresses three main questions: (1)
how digital gold is conceptualized as an object of contract
within Islamic commercial jurisprudence; (2) what the legal
implications of qabd hukmi are in digital gold fransactions;
and (3) how the status of digital gold as an object of contract
affects the validity of online gold investment practices. This
study aims to analyze the legal position of digital gold from the
perspectives of confract theory, property, ownership, ‘an
taradin (mutual consent), gabd, and maqasid al-shan ‘ah. The
research employs a normative legal method using conceptual,
Islamic jurisprudential, and regulafory approaches, with
reference fo DSN-MUI fatwas and regulations governing
digital gold transactions in Indonesia. The findings reveal that
digital gold may constitute a valid object of contract provided
that it fulfills the essential requirements of contractual objects
in Islamic law, namely being identifiable, beneficial, legally
owned, and fransferable. The validity of digital gold as an
object of contract depends on its ability fo represent physical
gold, possess a clear weight and purity, be supported by an
underlying asset, and confer ownership as well as disposal
rights (tasarruf) upon its holder. Furthermore, gabd hukmi in
digital gold transactions is considered valid when digital
ownership records provide effective legal control over the
asset. The study also demonstrates that gabd hukmi has
contributed fo a significant fransformation in contemporary
Islamic commercial jurisprudence by reinferpreting the
concept of “delivery” from physical possession fo the transter
of legal control and ownership rights. Consequently, when
digital gold is recognized as a valid mahall al-‘agd (object of
contract), the transaction becomes legally valid, and the
investor acquires legitimate ownership rights over the gold or
a specitied portion thereof.

Keywords : Digital Gold, Object of Confract, Islamic
Commercial Jurisprudence, Qabd Hukmi, Online Gold
Investment.
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Abstrak : Penelitian ini mengkaji kedudukan emas digital sebagai objek akad serta implikasi hukumnya
dalam praktik investasi dan jual beli emas secara online. Perkembangan teknologi digital telah mendorong
munculnya berbagai platform investasi emas yang menawarkan kemudahan transaksi melalui aplikasi.
Namun, fenomena tersebut menimbulkan sejumlah persoalan dalam fikih muamalah, khususnya terkait
kejelasan objek akad, status kepemilikan, dan bentuk penguasaan (qabd) atas emas yang ditransaksikan.
Dalam praktiknya, investor umumnya tidak menerima emas secara fisik, melainkan memperoleh bukti
kepemilikan dalam bentuk saldo atau catatan digital. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada tiga
permasalahan utama, yaitu konstruksi fikih muamalah mengenai emas digital sebagai objek akad,
implikasi hukum gabd hukmi dalam transaksi emas digital, serta implikasi kedudukan emas digital
sebagai objek akad terhadap praktik investasi emas secara online. Penelitian ini bertujuan menganalisis
kedudukan emas digital berdasarkan konsep akad, harta, kepemilikan, ‘an taradin, gabd, dan maqgasid
al-syari‘ah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual,
pendekatan fikih muamalah, dan pendekatan regulatif melalui kajian terhadap fatwa DSN~-MUI serta
peraturan yang berkaitan dengan investasi emas digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa emas digital dapat menjadi objek akad yang sah apabila memenuhi syarat-syarat objek akad dalam
fikih muamalah, yaitu dapat ditentukan secara jelas, memiliki manfaat, berada dalam kepemilikan yang
sah, serta dapat diserahterimakan. Keabsahan emas digital sebagai objek akad ditentukan oleh
kemampuannya merepresentasikan emas fisik, memiliki gramasi dan kadar yang jelas, didukung oleh aset
dasar (underlying asset), serta memberikan hak kepemilikan dan hak pengelolaan (tasarruf) kepada
pemiliknya. Selain itu, qabd hukmi dalam transaksi emas digital dapat dibenarkan apabila pencatatan
saldo memberikan penguasaan hukum yang nyata kepada pengguna. Temuan penelitian juga
menunjukkan bahwa konsep gqabd hukmi telah membawa transformasi penting dalam fikih muamalah
kontemporer melalui reinterpretasi makna serah terima dari penguasaan fisik menuju penguasaan
hukum atas aset. Dengan demikian, apabila emas digital memenuhi syarat sebagai mahall al-‘aqd, maka
transaksi yang dilakukan memiliki keabsahan hukum dan melahirkan hak kepemilikan yang sah bagi
pengguna atas emas atau porsi emas yang dimilikinya.

Kata Kunci : Emas digital, objek akad, fikih muamalah, qabd hukmi, investasi emas online.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai
sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan investasi. Salah satu inovasi yang berkembang
pesat adalah investasi emas digital, yaitu kepemilikan emas yang direpresentasikan dalam bentuk
saldo atau catatan elektronik melalui platform digital tanpa harus memegang emas secara fisik.
Kemudahan akses, fleksibilitas transaksi, dan kemampuan membeli emas dalam nominal kecil
menjadikan investasi emas digital semakin diminati masyarakat, khususnya generasi milenial dan
generasi Z. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi praktik investasi konvensional
menuju sistem investasi berbasis teknologi digital yang lebih praktis dan efisien (Asdar et al., 2025).

Dalam perspektif Islam, investasi merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang
diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Pardiansyah (2017), investasi
merupakan bentuk perencanaan ekonomi yang bertujuan menjaga dan mengembangkan harta
secara produktif untuk memperoleh manfaat di masa depan. Senada dengan itu, Manan (2009)
menjelaskan bahwa investasi merupakan kegiatan menempatkan dana atau aset pada instrumen
tertentu dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Konsep ini sejalan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Yusuf ayat 47-49 yang menggambarkan
pentingnya perencanaan ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan penyimpanan sebagian hasil
usaha sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian masa depan (Nur & N, 2022).

Dalam kajian maqasid al-syari‘ah, investasi dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga
harta (hifz al-mal). Al-Ghazali dan al-Syatibi menempatkan perlindungan harta sebagai salah satu
tujuan utama syariat. Selanjutnya, Auda (2008) mengembangkan konsep maqasid al-syari‘ah
melalui pendekatan sistem (systems approach) yang menekankan pentingnya kemaslahatan,
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keadilan, perlindungan hak, dan pembangunan manusia berkelanjutan. Dalam konteks investasi
emas digital, aspek perlindungan harta, keadilan ekonomi, literasi keuangan, serta perlindungan
konsumen menjadi bagian penting yang harus diperhatikan agar praktik investasi tidak hanya
memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga menciptakan kemaslahatan sosial. Emas telah lama
dikenal sebagai instrumen investasi yang relatif stabil dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Menurut
Saffuan, Asri, dan Nordin (2024), emas memiliki karakteristik sebagai penyimpan nilai (store of
value) yang mampu melindungi kekayaan dari dampak inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh
karena itu, emas sering dipilih sebagai instrumen investasi jangka panjang dengan risiko yang
relatif rendah. Perkembangan teknologi kemudian melahirkan inovasi berupa emas digital yang
memungkinkan transaksi dilakukan secara daring tanpa perpindahan fisik emas secara langsung
(Anzani et al., 2025).

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, investasi emas digital menimbulkan
sejumlah persoalan hukum Islam. Dalam praktiknya, investor sering kali hanya memperoleh bukti
kepemilikan berupa saldo atau catatan digital, sementara emas fisik tidak berada dalam
penguasaan langsung investor. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan objek
akad (mahall al-‘aqd), status kepemilikan (milk), dan bentuk penguasaan (qabd) yang menjadi
syarat penting dalam transaksi barang ribawi (Mustapa & Hosen, 2022). Nur dan Rahmah (2022)
menjelaskan bahwa transaksi emas digital memerlukan kajian fikih muamalah yang lebih
mendalam karena karakteristiknya berbeda dengan transaksi emas konvensional. Selain itu,
Verawati (2024) menegaskan bahwa kejelasan objek akad dan mekanisme penyerahan barang
merupakan unsur penting dalam menentukan keabsahan transaksi investasi emas syariah.

Perdebatan hukum semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan ketentuan jual beli emas
secara tidak tunai. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor
77/DSN-MUI/V/2010 memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai selama emas tidak lagi
berfungsi sebagai alat tukar resmi. Namun, pandangan ini berbeda dengan Lajnah Daimah lil
Buhuts al-‘llmiyyah wal Ifta Arab Saudi yang tetap menganggap emas sebagai barang ribawi
schingga transaksi harus dilakukan secara tunai dan disertai serah terima langsung. Menurut
Mursadi, Awalia, dan Zainurrahman (2025), perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya
dinamika ijtihad kontemporer dalam merespons perkembangan instrumen investasi digital yang
belum dikenal pada masa klasik.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih
lanjut, yaitu: (1) bagaimana kedudukan emas digital sebagai objek akad dalam perspektif fikih
muamalah; (2) bagaimana implikasi hukum gabd hukmi dalam transaksi emas digital; dan (3)
bagaimana pengaruh kedudukan emas digital sebagai objek akad terhadap keabsahan praktik
investasi emas secara online. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
konstruksi hukum emas digital sebagai objek akad, mengkaji implikasi hukum gqabd hukmi dalam
transaksi emas digital, serta menjelaskan relevansinya terhadap praktik investasi emas online
berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dan maqasid al-syari‘ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang
bertujuan menganalisis kedudukan emas digital sebagai objek akad serta implikasi hukumnya
dalam praktik investasi jual beli emas secara online. Penelitian hukum normatif memfokuskan
kajian pada norma, asas, konsep, doktrin, fatwa, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan
objek penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang menelaah konstruksi
hukum emas digital sebagai mahall al-‘aqd dalam perspektif fikih muamalah serta regulasi yang
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berlaku di Indonesia. Disertasi ini secara eksplisit menggunakan pendekatan hukum normatif
dengan menelaah konsep akad, kepemilikan, gabd, dan maqasid al-syari‘ah dalam transaksi emas
digital. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (conceptual
approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan fikih muamalah
(Islamic jurisprudence approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep
akad, objek akad (mahall al-‘aqd), kepemilikan (milk), gabd, dan maqasid al-syari‘ah yang menjadi
landasan teoritis penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji
berbagai regulasi yang mengatur investasi emas digital di Indonesia, termasuk Fatwa DSN-MUI
Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Sementara itu,
pendekatan fikih muamalah digunakan untuk menelaah pandangan ulama klasik dan
kontemporer mengenai status emas sebagai objek akad dan syarat sah transaksi barang ribawi.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan
hukum primer meliputi Al-Qur’an, hadis, fatwa DSN-MUI, regulasi terkait investasi emas digital,
serta dokumen hukum yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal,
disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas fikih muamalah, investasi syariah, serta
transaksi emas digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan
indeks yang mendukung penjelasan istilah dan konsep penelitian. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan, menelaah, dan
menginventarisasi berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan emas digital sebagai objek akad.
Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti konsep
akad, objek akad, kepemilikan, gabd hukmi, investasi emas digital, dan maqasid al-syari‘ah.
Metode ini dipilih karena seluruh data penelitian bersumber dari dokumen dan literatur yang
memiliki relevansi dengan fokus kajian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Tahap pertama
dilakukan dengan mendeskripsikan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan emas digital
sebagai objek akad. Tahap kedua dilakukan analisis terhadap kesesuaian praktik investasi emas
digital dengan prinsip-~prinsip fikih muamalah, khususnya terkait syarat objek akad, kepemilikan,
dan gabd. Tahap ketiga dilakukan interpretasi hukum terhadap implikasi penggunaan emas digital
sebagai objek akad dengan mempertimbangkan teori maqasid al-syari‘ah yang dikembangkan oleh
Auda (2008), terutama pada aspek perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan, dan kemaslahatan.
Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai keabsahan dan implikasi
hukum investasi emas digital dalam perspektif hukum Islam kontemporer

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Kedudukan Emas Digital sebagai Objek Akad dalam Perspektif Fikih Muamalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai objek akad
(mahall al-‘aqd) yang sah apabila memenuhi syarat-syarat objek akad dalam fikih muamalah, yaitu
jelas keberadaannya, memiliki manfaat yang diakui syariat, berada dalam kepemilikan yang sah,
dan dapat diserahterimakan kepada pihak yang berakad (Ridwan et al., 2025). Dalam hukum
Islam, objek akad merupakan unsur esensial yang menentukan keabsahan suatu transaksi karena
akad akan melahirkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Analisis terhadap praktik
investasi emas digital menunjukkan bahwa objek transaksi tidak lagi berupa emas fisik yang
berpindah tangan secara langsung, melainkan direpresentasikan dalam bentuk saldo digital yang
menunjukkan kepemilikan sejumlah gram emas tertentu. Disertasi ini menemukan bahwa emas
digital dapat menjadi objek akad yang sah apabila didukung oleh underlying asset berupa emas
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fisik yang tersedia, memiliki gramasi dan kadar yang jelas, serta memberikan hak kepemilikan dan
hak pengelolaan (tasarruf) kepada investor (Nst et al., 2025).

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Saffuan, Asri, dan Nordin (2024) yang
menyatakan bahwa keabsahan investasi emas digital bergantung pada keberadaan emas fisik yang
menjadi dasar kepemilikan digital. Demikian pula, Nur dan Rahmah (2022) menjelaskan bahwa
kejelasan objek transaksi merupakan unsur penting dalam menjaga validitas akad pada investasi
emas online. Dengan demikian, status hukum emas digital tidak ditentukan oleh bentuk digitalnya,
melainkan oleh keterkaitannya dengan aset riil yang dapat diverifikasi keberadaannya. Menurut
AAOIFI (2021), transaksi komoditas digital yang merepresentasikan aset fisik diperbolehkan
sepanjang terdapat kepastian kepemilikan, transparansi, dan kemampuan untuk melakukan
penyerahan aset ketika diminta oleh pemilik. Pendapat ini menunjukkan bahwa perkembangan
teknologi tidak menghilangkan prinsip~-prinsip dasar akad, melainkan mengubah bentuk
implementasinya (Arny et al., 2021).

Implikasi Hukum Qabd Hukmi dalam Praktik Jual Beli Emas Digital

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep gabd mengalami transformasi dalam
transaksi emas digital. Dalam fikih klasik, gabd dipahami sebagai penguasaan fisik terhadap objek
transaksi. Namun, perkembangan sistem ekonomi digital memunculkan bentuk penguasaan
hukum (qabd hukmi) yang diakui oleh banyak ulama kontemporer. Hasil analisis menunjukkan
bahwa pencatatan saldo emas dalam akun investor dapat dikategorikan sebagai qabd hukmi
apabila investor memperoleh hak penuh untuk menjual, mengalihkan, mencetak, atau menarik
emas yang dimilikinya kapan saja (Firmanto et al., 2024). Dalam kondisi tersebut, perpindahan
hak kepemilikan telah terjadi meskipun emas belum berpindah secara fisik. Temuan ini sesuai
dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa qabd hukmi dalam emas digital dapat dibenarkan
apabila pencatatan saldo memberikan penguasaan hukum yang nyata kepada pemilik.

Pandangan ini diperkuat oleh keputusan International Islamic Figh Academy (IIFA, 2018)
yang mengakui bentuk-bentuk penguasaan nonfisik dalam transaksi modern selama memberikan
hak kepemilikan dan kontrol yang nyata kepada pemilik aset. Menurut Al-Qaradawi (2010),
perkembangan teknologi dan sistem keuangan modern menuntut perluasan pemahaman terhadap
konsep qabd agar hukum Islam tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Chakim
et al., 2025). Meskipun demikian, apabila saldo digital hanya berupa catatan administratif tanpa
adanya emas fisik yang mendasari atau tanpa hak penguasaan yang nyata, maka transaksi
berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip

transparansi dan kepastian hukum yang menjadi syarat utama dalam akad muamalah (Sopiah &
Sadi’ah, 2022).

Implikasi Emas Digital sebagai Objek Akad terhadap Praktik Investasi Emas Online

Penelitian menemukan bahwa kedudukan emas digital sebagai objek akad memiliki
implikasi langsung terhadap keabsahan investasi emas secara online. Apabila syarat objek akad
terpenuhi dan mekanisme qabd hukmi dapat dibuktikan, maka investasi emas digital dapat dinilai
sah menurut hukum Islam. Sebaliknya, jika tidak terdapat jaminan keberadaan emas fisik atau hak
kepemilikan yang jelas, maka transaksi berpotensi menjadi batal atau fasid karena tidak memenuhi
syarat objek akad. Temuan ini sejalan dengan Fatwa DSN~-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang
memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai selama emas tidak lagi berfungsi sebagai alat
tukar resmi dan diposisikan sebagai komoditas (sil‘ah). Menurut Mursadi, Awalia, dan
Zainurrahman (2025), fatwa tersebut merupakan bentuk ijtihad kontemporer dalam merespons
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perkembangan instrumen investasi modern yang tidak dikenal pada masa klasik (Aryani et al.,
2022).

Dari perspektif maqasid al-syari‘ah, investasi emas digital memiliki potensi besar dalam
mendukung tujuan perlindungan harta (hifz al-mal). Auda (2008) menegaskan bahwa maqasid
kontemporer tidak hanya berfokus pada perlindungan aset, tetapi juga pada keadilan, transparansi,
perlindungan hak konsumen, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini,
investasi emas digital dapat memberikan kemaslahatan apabila dilakukan secara transparan,
memiliki regulasi yang memadai, dan didukung oleh literasi keuangan syariah yang baik (Andara
et al., 2022). Penelitian Inarotul (2025) menunjukkan bahwa investasi emas digital berkontribusi
terhadap inklusi keuangan syariah karena memungkinkan masyarakat dengan modal terbatas
untuk berpartisipasi dalam investasi yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu.
Selain itu, kemudahan akses melalui platform digital dapat meningkatkan budaya investasi dan
perencanaan keuangan jangka panjang di kalangan masyarakat (Azzahra et al., 2026).

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital telah
menghasilkan bentuk baru objek akad yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik. Namun
demikian, prinsip-~prinsip dasar hukum Islam tetap dapat diterapkan melalui pendekatan substantif
yang menekankan kejelasan objek, kepemilikan, dan kemampuan untuk diserahterimaka. Konsep
gabd hukmi menjadi instrumen penting dalam menjembatani kebutuhan transaksi digital dengan
ketentuan fikih muamalah. Pengakuan terhadap bentuk penguasaan hukum menunjukkan
fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan ekonomi digital (Jumarnawati &
Syahrizal, 2025). Temuan ini mendukung teori ijtihad tatbiql yang menyatakan bahwa hukum
Islam memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari perspektif ekonomi Islam, keberadaan emas digital juga menunjukkan pergeseran dari
ekonomi berbasis fisik menuju ekonomi berbasis representasi digital. Menurut Chapra (2000),
sistem ekonomi Islam harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi selama tetap
menjaga nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan (Fitriani et al., 2021). Oleh karena itu,
legalitas emas digital tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologinya, tetapi juga oleh kemampuan
sistem tersebut dalam melindungi hak-hak investor dan mencegah praktik spekulatif. Selain itu,
teori maqasid al-syari‘ah yang dikembangkan Auda (2008) memberikan kerangka analisis yang
lebih komprehensif dalam menilai investasi emas digital. Tidak hanya berorientasi pada
perlindungan harta (hifz al-mal), tetapi juga pada perlindungan hak konsumen, peningkatan
literasi keuangan, dan pemerataan akses investasi. Dengan demikian, investasi emas digital dapat
dipandang sebagai instrumen ekonomi syariah yang mendukung pembangunan ekonomi inklusif
apabila dikelola secara transparan dan akuntabel (Pratama & Saipudin, 2025). Secara keseluruhan,
penelitian ini menegaskan bahwa emas digital dapat menjadi objek akad yang sah dalam hukum
Islam apabila didukung oleh aset fisik yang nyata, memberikan hak kepemilikan yang jelas kepada
investor, memenuhi prinsip qabd hukmi, serta sejalan dengan tujuan maqasid al-syari‘ah (Soleha
et al., 2024). Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas
dalam merespons inovasi ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang
menjadi fondasi utama transaksi muamalah

KESIMPULAN DAN SARAN
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Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi emas digital sebagai objek akad dibangun
berdasarkan prinsip-prinsip akad dalam fikih muamalah yang mensyaratkan adanya objek yang
jelas, bernilai manfaat, berada dalam kepemilikan yang sah, dan dapat diserahterimakan. Emas
digital dapat dikategorikan sebagai objek akad yang sah apabila mampu merepresentasikan emas
fisik yang nyata, memiliki gramasi dan kadar yang jelas, didukung oleh aset dasar (underlying
asset), serta memberikan hak kepemilikan dan hak pengelolaan kepada pemiliknya. Dengan
demikian, keberadaan emas digital tidak semata-mata dipandang sebagai data atau catatan
elektronik, tetapi sebagai representasi kepemilikan atas emas yang memiliki nilai dan keberadaan
yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep qabd hukmi
memiliki peran penting dalam menjelaskan keabsahan transaksi emas digital. Dalam praktik
investasi emas secara online, penguasaan hukum terhadap emas dapat dianggap telah terjadi
melalui pencatatan kepemilikan yang memberikan hak kepada pemilik untuk menguasai,
mengalihkan, menjual, atau menarik emas yang dimilikinya. Oleh karena itu, makna serah terima
dalam transaksi emas mengalami perkembangan dari penguasaan fisik menuju penguasaan
hukum yang memberikan kepastian hak dan kewenangan kepada pemilik. Keberadaan qabd

hukmi menjadi dasar yang memungkinkan transaksi emas digital tetap berjalan sesuai dengan
prinsip-~prinsip fikih muamalah selama terpenuhi unsur kepastian dan kepemilikan yang nyata.

Lebih lanjut, implikasi hukum dari kedudukan emas digital sebagai objek akad
menunjukkan bahwa keabsahan investasi emas secara online sangat bergantung pada
terpenuhinya syarat-syarat objek akad dan penguasaan hukum atas emas yang diperjualbelikan.
Apabila emas digital didukung oleh kepemilikan yang jelas, aset dasar yang tersedia, serta
mekanisme transaksi yang transparan, maka transaksi tersebut dapat dinilai sah dan melahirkan
hak serta kewajiban hukum bagi para pihak. Sebaliknya, apabila tidak terdapat kejelasan
kepemilikan, tidak didukung oleh emas fisik yang nyata, atau tidak memberikan hak penguasaan
kepada investor, maka transaksi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum dan bertentangan
dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.
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